
BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG 
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi 

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penetapan Pengajuan Jadwal Retensi 

Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 665);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 

Tahun 2020 Nomor 2;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana 

Tidung Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP 

PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis Daerah.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perorangan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.

6. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau 

terus menerus.

7. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

8. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

9. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan 

terhadap suatu jenis Arsip.

10. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 

berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis 

Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu 

jenis Arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.

11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 

dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan 

arsip dinamis.

12. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara 

pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, 

pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, penyerahan Arsip Statis 

kepada lembaga kearsipan.
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13. Lembaga Kearsipan Daerah adalah lembaga Daerah yang memiliki fungsi, 

tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan 

pembinaan kearsipan.

14. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan 

kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

15. Unit Kearsipan adalah satuan keija Pencipta Arsip yang mempunyai tugas 

dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

16. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena 

memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan 

dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung atau tidak 

langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga 

kearsipan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah dalam menentukan jangka waktu penyimpanan 

dan Penyusutan Arsip.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menjaga ketertiban serta keakuratan Penyusutan Arsip guna menghindari 

teijadinya pemusnahan Arsip yang mengandung informasi penting untuk 

keperluan tanggung jawab atau pembuktian; dan

b. pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan 

arsip.

BAB II

RETENSI ARSIP

Pasal 4

(1) Retensi Arsip mulai dihitung sejak Arsip diciptakan.

(2) Arsip dinyatakan selesai diciptakan jika keseluruhan proses permasalahan 

secara kronologis telah ditempuh dan Arsipnya merupakan satu kesatuan



- 5 -

informasi yang tidak terpisahkan.

BAB III

PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 5

(1) Pencipta Arsip melakukan Penyusutan Arsip berdasarkan JRA.

(2) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:

a. pemindahan Arsip Inaktif dan Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;

b. pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai 

guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; dan

c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan 

Daerah.

BAB IV

JRA

Pasal 6

(1) Setiap Arsip ditentukan retensinya berdasarkan nilai kegunaannya dan 

dituangkan dalam bentuk JRA.

(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa daftar isi yang berisi 

paling sedikit jenis/seri Arsip dan retensi/jangka waktu simpan.

(3) Arsip dapat diperpanjang penyimpanannya dalam hal masih diperlukan 

untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Arsip yang sudah berakhir masa penyimpanannya dalam JRA dapat dinilai 

kembali dengan 3 (tiga) kemungkinan hasil penilaian, yaitu:

a. dimusnahkan karena tidak memiliki nilai guna;

b. diperpanjang karena masih dipergunakan bagi kepentingan Pemerintah 

Daerah; dan

c. diserahkan dan disimpan pada Arsip Daerah sebagai Arsip permanen 

atau Arsip Statis, selanjutnya diserahkan ke Arsip Nasional Republik
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Indonesia.

(2) Arsip yang berakhir masa penyimpanannya didalam JRA dinyatakan 

musnah tetap harus dilakukan penilaian dengan 2 (dua) kemungkinan hasil 

penilaian, meliputi:

a. dimusnahkan karena tidak bernilai guna; dan

b. diperpanjang penyimpananya karena masih dipergunakan untuk 

kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemusnahan Arsip yang retensinya 10 (sepuluh) tabun atau lebih dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Setiap Arsip ditentukan retensinya berdasarkan nilai kegunaannya dan 

dituangkan dalam bentuk JRA.

(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar isi yang paling 

sedikit memuat:

a. jenis Arsip;

b. Retensi Arsip; dan

c. keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis 

Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.

Pasal 10

Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki JRA yang ditetapkan oleh Bupati 

setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia.

Pasal 11

(1) JRA dipergunakan sebagai pedoman untuk penentuan jangka waktu 

penyimpanan Arsip dan Penyusutan Arsip.

(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercan turn dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana 

Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale, 
pada tanggal 05 September 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale

pada tanggal 05 September 2024

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

MOHD. IDHAMNUR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMO# 34

haritseko@gmail.com
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